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MOTO 

Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat 

mereka berbahagia di dunia ini, yaitu seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk 

dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan. 

(Tom Bodett) 

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 

(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, 

sedangkan kamu tidak mengetahui.  

(QS. Al-Baqarah Ayat 216)  
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Alhamdulillahi Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa 
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dengan penuh harapan. 

Dosen Pembimbing Skripsi  
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RINGKASAN 

KEDUDUKAN HUKUM PENGUSAHA PERDAGANGAN SEBAGAI WAJIB 

PAJAK DAERAH (TINJAUAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG No. 28 

TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH).  

(MUHAMMAD DANANG PRATAMA, 2023,… hlm) 

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi bertujuan 

untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan 

berkeadilan. Maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan 

memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan 

kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan 

pemerintahan negara bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu 

sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan 

daerah bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan kemandirian 

suatu daerah. 

Perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian 

diskresi dalam penetapan tarif bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah 

dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta 

masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah jenis Pajak yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang. Dengan demikian, ketergantungan provinsi 

terhadap dana alokasi dari pusat masih tetap tinggi. Keadaan tersebut juga mendorong 

provinsi untuk mengenakan pungutan Retribusi baru yang bertentangan dengan 

kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. 

Pada dasarnya kecenderungan Daerah untuk menciptakan berbagai pungutan yang 

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan bertentangan 

dengan kepentingan umum dapat diatasi oleh Pemerintah dengan melakukan 

pengawasan terhadap setiap Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi 

tersebut.  Peraturan Daerah dapat langsung dilaksanakan oleh Daerah tanpa mendapat 

persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Pengaturan kewenangan perpajakan dan 

retribusi yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi 

Daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti 

dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan dan retribusi. Basis 

pajak kabupaten dan kota yang sangat terbatas dan tidak adanya kewenangan provinsi 

dalam penetapan tarif pajaknya mengakibatkan Daerah selalu mengalami kesulitan 

untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya. 



 

 

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis Kedudukan Hukum 

Pengusaha Perdagangan Sebagai Wajib Pajak Daerah (Tinjauan Perspektif Undang-

Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian yang dilakukan berupa 

studi kepustakaan dengan meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

berupa norma-norma hukum. Pendekatan yang utama dalam penelitian ini adalah pe-

ndekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case 

approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-

undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang 

dihadapi guna menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang terjadi dan 

mendapatkan solusi dari permasalahan yang penulis teliti sehingga memberikan 

kesimpulan serta saran pada akhir penelitian ini.  

Hasil Penelitian yang telah didapatkan bahwa: 

1. Pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap 

pengusaha atau individu yang terkena pajak daerah, dalam hal ini masih banyak 

jenis usaha yang tidak taat pajak dikarenakan penghasilan yang tidak tetap yang 

dimana penghasilannya relatif rendah, pemerintah harus lebih mendukung 

terhadap jenis usaha tersebut dengan cara menanggulangi, memberikan 

dukungan maupun pembinaan usaha  terhadap pelaku usaha agar lebih 

memperhatikan pengusaha kecil dengan memberikan peminjaman modal atau 

penyuluhan secara rutin terhadap pelaku usaha 

2. Masih sangat banyak pengusaha yang meremehkan kewajiban dalam 

pembayaran pajak dikarenakan kurangnya pemahaman para pengusaha tentang 

perpajakan, pendapatan toko yang tidak menetap, pendapatan yang relatif 

rendah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap pengusaha 

kecil dimana pemerintah lebih memperhatikan para pengusaha besar karena 

dianggap lebih banyak memberikan keuntungan. Pemerintah daerah diharapkan 

dapat lebih memperhatikan usaha lokal seperti toko kelontong ini dengan cara 

melakukan penyuluhan tentang pajak dan pembinaan usaha.  

 

 

 

 



 

KEDUDUKAN HUKUM PENGUSAHA PERDAGANGAN SEBAGAI WAJIB 

PAJAK DAERAH (TINJAUAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG No. 28 

TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH) 

 

ABSTRAK 

MUHAMMAD DANANG PRATAMA (1910211310068) dengan judul skripsi 

“KEDUDUKAN HUKUM PENGUSAHA PERDAGANGAN SEBAGAI WAJIB 

PAJAK DAERAH (TINJAUAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG No. 28 

TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH)”. Dalam 

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 menjelaskan bahwa  dilakukan perluasan terhadap 

beberapa objek Pajak dan penambahan jenis Pajak.  

Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindari 

penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara 

berlebihan, Daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas 

maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Selain itu, untuk menghindari 

perang tarif pajak antardaerah untuk objek pajak yang mudah bergerak, seperti 

kendaraan bermotor, dalam Undang-Undang ini ditetapkan juga tarif minimum untuk 

Pajak Kendaraan Bermotor. 

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukan bahwa : Pertama, Pembayaran 

pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pengusaha atau individu 

yang terkena pajak daerah, dalam hal ini masih banyak jenis usaha yang tidak taat pajak 

dikarenakan penghasilan yang tidak tetap yang dimana penghasilannya relatif rendah, 

pemerintah harus lebih mendukung terhadap jenis usaha tersebut dengan cara 

menanggulangi, memberikan dukungan maupun pembinaan usaha  terhadap pelaku 

usaha agar lebih memperhatikan pengusaha kecil dengan memberikan peminjaman 

modal atau penyuluhan secara rutin terhadap pelaku usaha. 

Kedua, Masih sangat banyak pengusaha yang meremehkan kewajiban dalam 

pembayaran pajak dikarenakan kurangnya pemahaman para pengusaha tentang 

perpajakan, pendapatan toko yang tidak menetap, pendapatan yang relatif rendah, dan 

kurangnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap pengusaha kecil dimana 

pemerintah lebih memperhatikan para pengusaha besar karena dianggap lebih banyak 

memberikan keuntungan. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih memperhatikan 

usaha lokal seperti toko kelontong ini dengan cara melakukan penyuluhan tentang 

pajak dan pembinaan usaha. 

Kata Kunci : Hukum Pajak, Tarif Pajak, Retrebusi Pajak. 
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